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BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENGHENTIAN
PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingsat

P
N

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang
Nomor § Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
Badan Kepegawaian Negara memiliki tugas salah satunyn
menyusun  norma, standar, dan prosedur teknis
pelaksanaan kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara;
bahwa pegawai Aparatur Sipil Negara vang diangkat dan
ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional
diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa untuk menjamin kepastian norma, standar, dan
prosedur teknis pelaksanaan  pembenian  tunjangan
iabatan fungsional perlu mengatur tata cara pembayaran
dan penghentisn  pembayaran  tunjangan  jabatan
fungsional;

bahwa Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cam Permintaan,
Pembenan dan  Penghentien  Tumjangan  Jabatan
Fungsional sudah ndak sesum dengan  kebutuhan
pengaturan pegawai Aparatur Sipil Negard sehingga perlu
diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu
menetapkan  Peraturan Badan Kepegawaian Negara
tentang. Tata Cara Pembayaran dan Penghentian
Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional,;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negaras Republik
Indonesia Nomor 5494);



Menetapkan

.

Peratiiran Pemerintah Nomor 7 Tahluin 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Leambaran Negara Republik Indonesia Nomor 3028)
sehagaimans telsh beberapa kali diubah terakhir dengsn
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubalian Kedslapan Belas atas Peraturan Pemeriniah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Pegawai Negen
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 43};

Peraturan Pemernintah Nomer 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negernt Sipil |Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomeor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6037) sebagaimana
tetah diubah dengan Peratiran Pemenntah Nomor 17
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nemor 68, Tambshan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Mansgjemen Pegawal Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
|Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2018 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6264);

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan
Kepegawaian Negars |Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1284;

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaj
dan Tuniangsn Pegawal Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 218);

Peraturan Badan Kepepawaian Nepara Nomor 29 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tama Kerja Badan
Kepegawaian Negara [Berita Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1728):

MEMUTLSKAN;
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENGHENTIAN
PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL,

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Paszal 1

Dialam Peraturan Badan ind yang dimaksud dengan:

1.

Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkar JF adalah
sekelompok jabatan yang bensi fungsi dan tugas berkanan
dengan pelavanan fungsional berdasarkan pada keahlian
dan keterammlan tertentui
Pegawal Apararur Sipil Negara vang selashjutnya disebut
Pegawa! ASN adalah pﬂgawai rnegeri sipil dan pesawail
pemerintah dengan perjanjian keria yang dimngkar oleh
ﬂejﬂba{ pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara
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lsinnya d:-an digaji berdasarkan peraturan perundang-

Pepawai Negeri Sipil yang ﬂmjumya disingkat PNS
adalah warga negara Indenesia yang memsnuhi syarat
tertentu. diangkat sebagal Pegawss ASN sscara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian unrmk mendiduld jabatan
Pegawai Pemerimiah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjuinya disingkat PPPK adszlah warga negara
Indonesia yang memenuni Syarat terteniy, vang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka wakmu rertenma
dalam ranghka melaksanakan migas pemerintaghan.
Tunjangan Jabatan Fungsional yang selanmuitnya disebur
Turnjangan Fungsional adslah tunjansan yvang diberikan
kepada Pegawal ASN yang diangkat dan ditugaskan secara
pemih dalam jabatan fungsional seéusi dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pejabat vang Berwenang adalah pejabat vang mempunyai
kewoansngan melaksanakan proses pengangkaian,
pemindahan dan pemberhentian Pegawad ASN sesuad
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Pejabat Pembinia Kepegawalan yvang selanjumya disinglsat
PPK adalah pejabat yang mempurnyval kewsnangan
menetapkan pengangkatan, pemindaban, dan
pemherhﬂunan P-ﬂgawal ASN dan pembmaan Manajemen
ASN di instansi pemerintah sesual dengan kerentuan
peraturan perundang-undangan,

Pemutusan Hubungan Penanjian Kena sebapgai PPPE
adalah pemberhentian yang mengalobatkan seszsorang
kshilangan statusnya ssbagal PPPK.

BAB I
PEMBAYARAN DAN PENGHENTIAN
PEMBAYARAN TUNJANGAN FUNGSIONAL

Bagian Kezatu
Umnin

Pasal 2
Pepawai ASN yang dianpkat dan ditugaskan secara penuh
dalam JF diberikan Tunjangan Fungsional senap bulan.
Besaran Tunjangan Fungsional sebagaimana dimalksud
pada avar (1| ditstapkan sesual denpgan ketentuan
peraturan perundang-undangan Vang mengatur mengenal
Tunjangan Fungsional.

_ Bagian Kedua
Pembayaran Tunjangan Fungsional

Pasal 3
Setap pembayaran Tuniangan Fungsional bagl Pegawa

ASN wvang ketentuan Tunjangan Fungsionalnva telah

ditetapkan dengan Peraturan Presiden, dilakukan dengan
keputasan PP
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PPK dalam menstapkan keputusan ==

dimaksud pada ayat (1| dapat mendelegasikan kepﬁda

pejabat lain di lingkungannya:

Pemberian Tunjangan Fungsional sehagaimana dimaksud

pads ayat (1] ditetapkan bersamaan dengan keputusan

Dalam kepotusan pengangkatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mininal memust:

a nomenkiator JF;

b,  jenjang JF yang diduduki; dan

. besaran Tunjangan Fungsional yang berhak diterima
Pegawai ASN yang bersanglkutan:

Format keputusan sebagasimana dimiaksud pads ayar (1)

zesual dengan kKetentuan  peraturan perundang-

undangan.

secara penuh dalam JF tstapi Ketentuan Tunjangan

Fungsionalnya belum diretapkan, kepurmasan

pengangiatan pegawal ASN tdak mencantumkan hesaran

Tunjangan Fungsional.

Pasal 4
Pembayaran Tunjangen Fungzional Pegawar ASN
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1] dilakukan
dengan mengusulkan permintaan pembayaran Tumjangan
Fungsional bersamaan dengan permintaan gayi kepada
kepala kantor pelayanan perbendaharasn negara/ kepala
biro/ kepaia unit kerja/organisas: perangkat daerah yang
mengngant urusan pengelolaan keusngan melalul pejabat
atai  pegawal yang memibild  tagas pengalolaan
aﬁmmjstﬁim belanja pegawai atau data kepesawaian.
Dalzam hal Tunjangan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibayarkan bag: Pepawai ASN yvang telah
secara nyaia melaksanaksn tugas berdasarkan surat
pernyataan melaksanakan tugas pada tanggal har kerja
pertama bulan berkenaan, Tunjangan Fungsional
diberikan terhitung omlai bulan berkenaan, '
Dialans hal Tunjangan Fungsionsl sebagaimana dimaksud
pada ayar (1) dibayarkan bapgi Pepawal ASN vang w=lah
secara fivata melaksanakan tugas berdasarkan surat
pernyataan melaksanakan tugas pada tanggel han kena
selain hari kerja pertama bulan berkenaan, Tuniangan
Fungsional dibertkan terhituneg mula: bulan beritkuinya.
Conmh kasus Pembayaran Tunjangan Fungsional bam
Pegawai ASN sebagaimana dimaksud peda awvat ([2)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [-Angka 1 yang
mernpakan bagian tidak terpisshkan dari Peraturan
Badan mi.
Contoh kasus pembayaran Tunjangan Fungsional bam
Fepawa: ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sehagaimana tercantum dalam Lamipiran [ Angka 2 yvang
merupakan bagian nudak terpisahkan dar Peraturan
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Pasal 5
Usulan permintaan pembayaran Tunjangan Fungsional
bagt PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh
dalam JF sebagaimansa dimaksud dalam Pasal 4 ayar |1
harus mesiampirkan:
bernita acara pengambilan sumpah/janit jabatan; dan
surat pElTl}"ﬁ.iﬂEli‘L melaksanalan Tugas.
Usulan permintaan pembayaran Tunjangan Fungsional
bagm PPPH yang diangkat untuk melaksansksn tugas JF
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1] harus
melampirkan:
perjanjian kerja:
keputusan pengangkatan PPPI
benta acara pengambilan sumpah/janji jabatan; dan
surat pernyataan melaksanakan fucas.

40

PiX & B

Pasal 6

Pejabar yvang Berpenane membuar surat pernyataan
masih menduduks JF bagt PNS pada setnap permulaan
tahun anggaran untuk pengajuan Tunjangan Fungsional.
Pejabat yang berwenang dalam membuat surat pemyataan
masih menduduki JF sebagaimana dimaksud pada avat
|1} dapat mendelegasilan kepada pejabat lain di
lingkungannva. _
Ash surat pernyataan masih menduduki JF sebhagaimana
dimaksud pada aya: (1] disampatkan kepada kepala
kantor pelayanan pi-:-rheudaharaaﬂ negara/ kepala
biro/kepala unit kerja/organisasi perangkat daerah yang
menangant wusan pengelelasn keuanegan melabu

pejabat/pesawal vang memiliki tugas  pengelolsan
administrasi belanja pegawal atau data kepesawaian dan
tembusannya disampaikan kepada:
@ Kepala Badan Kepegawaian Negara;
b. Kspala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
c. PNS yang bersanghutan; dan
d. pejabat lain sesuai kebutuhan.
Contoh format surat pernyataan masih menduduld JF
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran [ yang J:ﬂempakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Badan ini.

Bagian Keuga
Penghentian Pembavaran Tunjangan Fungsional

Paszal 7

Pembayaran Tumjangan Fungsional Pegawali ASN

sehagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayar (1) dihennkan

bagi:

a. PNS yang diangkat dalam jabatan pimpinan tingg,
jabatan admiristrator, jabatan pengawas, JF lain, aten
karena hal lain; den

b. PPPK yang:

1. masa perjanjian kerjanya berakhir dan tidak
diperpanjang;
2. memngeal dunia; atau
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3. berhenti atan diberhentilean scbagal PPPE.
Hal lain dalam penghentian pembavaran Tunjangan
Fungsional sebagamana dimaksud pada ayat (1) huruf a
melipur:
=3 p&‘rﬁ::erhen&an dan JF dalam hal melipun:
mengundurken dirl dari JF;
diberhentikan sementara sebagai PNS;
menjaiani cuti di luar tanpgeungan negara;
menjalam tugas belajar lebih dan 6 (enam) bulan
ditugaskan secara penuh di luar JF: dan
udak memenuhi persyaratan JF;
memﬂgal dunia;
menjalani cuti besar;
tidalk masuk kerja dan tdak menaati ketentuan jam
kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus
selama 10 (sepulul) har keria dan dihentikan
pembayaran gajinya sejak bulan berikumya;
dijatuihi hukuman disiplin berat; atan
diangkat dan dinagaskan menjadi hakim ad hoc atau
iabatan lain dan udak berhak mendapatkan
Tunjangzn Fungsional sesual dengsn ketenitiian
persturan perundang-undarigan. '
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Pasal 8

Penghentian pembayaran Tunjangan  Funpsional
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terhitung mulas
bulan berikumya dan ditetapkan dengan keputusan PPK
atau pejabat vang mendapsat delegasi wewenang dan PPE.
Contoh format keputusan penghenuan sSsbagaimana
dimaksud pada avat (1) tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisshkan dari Peraturan
Badan mi.

Pasal O
PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
dan diberhentikan dar JF sebagaimans dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 4 dihentikan Tunjangan
Fungsionalnys terhitung mulzdi bulan ke 7 (majuhl).
Tunjangan PFungsional basi PNS yang menjalani rugas
belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan diberhentilan dani
JF sebagaimana dimaksud pada ayac (1) dapat dibayarkan
kemball setelah diangkar dalam JF olsh Pejabat vang
Berwenang dan =lah melaksanalan magas kemball
Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksuod pada
ayat (2] menstapkan surat pernyataan melaksanakan
tugas kembali
Conich format surat pernyataan melaksanakan tugas
kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3| tercantum
dalam Lampiran IV wyvang merupakan baman tdak
terpisahkan dan Peraturan Badan ini
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Pasal 10

Tunjangan Fungsional dihentikan bagi PNS yang dyatuhi
hukuman disiplin berat sebsgaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2] huruf e berupa:
& penurunan jabatan seunghkat lebih rendal selama 12

[diia belasi bulan;
b. pembebasan dari jabatennya memadi jabatan

pelalksana zelama 12 (dus belas) bulan; atan
c. pemberhentian dengan hormat tdak atas permintaan

sendin sebagai PNS.
PNS wang dyatuhi hukuman disipin berar berupa
pemurunan jabatan setingkar lebth rendah selama 12 (dua
belas] bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf s
dihentikan Tunjangan Fungsional dari jabamn terakhir
setalgh dijatuhi huluman disiplin berat dan diberikan
Tunjangan Fungsional sesual dengan JF yang tercantum
pada keputusan penjatuhan huliman disiplin,
Penghentian pembayaran Turjangan Fungsional bag: PNS
yang duatuln hukuoman disiplin berat sebagaimana
dimaksud pada ayar (1) huraf c© berlaku bagi PNS yang
badan/lembaga yang memuliki tugas menvelesaikan
sengketa Kepegawaian sebagai akibat pelanggaran
terhadap peraturan disiplin PNS sesuai dengan ketentuan
peratiran perundang-undangan,
Penghentian  pembayaran Tunjangan  Fungsional
sehagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bag
PNS yang mendapar zin unmk melaksanalan tugas
zampat ada keputiisan badan/lembaga vanpg menulik
tugas mernyelesaikan sengketa kepegawaian sebagai akabat
pelanggaran terhadap peraturan diziplin PNS.
PEﬂgh_t]I_tﬁﬂ pembayaran Tunjangan Fungsional berlaku
baz PPPK yvang sedang mengajukan banding administrant
atas Keputusan PPK berupa pemutusan hubungan
perjanjian keria sebaga: PPPK ke badan/lembaga vang
menuliki tugss menvelesatkan sengkesta kepegawalan
zesual  dengan  ketentuan | peraturan  perundang-
tndargan.
Penghentian Tlmjaﬂgan Fungsional z2cbagaimans
dimaksud pada ayat (5) dikecualikan bagi PPPK vang
mendapat imn untuk melakzanakan tugas sampar ads
keputusan badan/lembaga yang memiliki rugas
menyelesaikan sengheta Yepegawaian.
Tumyangan Fungsienal bag PNS atau PPPK sebagaimans
dimaksud pada ayat 1) sampa dengan avar 6] dibayarkan
kembali =etelah ada kepumsan badan/lembssa
sebagau:ﬁﬂnﬁ dimaltsud pada ayat (3] dan ayat (3) vang
berupa kepunisan peringanan, peruhahan. awmu
pembatalan hukuman disiplin tersebir dan diangkar
kemball dalam JF serta dinvatakan telah melaksanakan
tugas oleh Pejabat yang Berwenang,



Paszal 11

(1) PNS yang telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan
negara sehagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
huruf &8 angka 3 diberitkan Tuniangan Fungsional ssiak
yang bersangkutan aknf bekerja kembal dan diangkat
dalam JF vang tslah secars nyata mslaksanakan tuagas
berdasarkan surat pernvataan melaksanakan tugas.

{2] Pembayaran ﬂmjan@_ﬁ Fungsional
dimaksud pada ayat (1) dibukukan dengan LE.puﬁIEEHl
penzakiifan kembali dan keputusan pengangkatan dalam
JF yang ditetapkan oleh Pejabat vang Berwenang.

(3] Tunjengan Fungsional bag PNE sebagaimana dimsdesud
padsa avart |1] mulai dibayarkan dengan ketentuan pada:
&. bulan berkenaan apabila mulai bekeria pada hari kerja

pertama bulan berkenaan; atau
b. bulan berikutnya apabila mniladl bekerja pada hari kerja
Ledua dan seterusnya.

(4] PNS vang telah seleszai !]]Eﬂjalﬂ.ﬂl cuti besar: sea&ga_mlﬁnﬁ
dimaksud dalam Pasal 7 ayar (21 huyraf diberikan
Tunjangan Fungsional ssjak yang bersangkut,aj bekerja
kembali dengan ketenstuan mulai dibavarkan p&da
& Dbulan berkenaan apabila mulal bekerja pada har kerja

pertama bulan berkenaan: atau
b. bulan berikutnya apabila mulai bekerja pada hari kerja
kedua dan seterusnyva.

BAB I
KETENTUAN LATN-LAIN

Passal 12
NS yang berdssarksn ketentuan persturan perundang-
undangan menduduld rangkap jabatan hanya diberikan 1
[saty) tunjangan jabatan vang nilainya paling besar.

Paszal 12
PNS yang diangkat dan ditugaskan sebagan dosen dan diben
tngas tambahan memimpin pergurdan tinpgel sebagat rektor,
pembantu reltor, dekan, pembantu dekan, ketua sekolah
tinggi, pembantu ketus, direkor pﬂhteknik. d:rektu.t alkademi,
atan pembantu direkiur diberikan tunjangan dosen yang diberi
tugas tambahan setap bulan sesual dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan.

Pasal 14

(1] Dalem hal terjadi pemyesuaian Tunjangan Pungsiomal
berdasarkan lLetentuan peratursn perundang-undangan
yang mengamr mengenai Tunjangan Fungsional, PPK atau
pejabar vang mendapat delegasi wewenang menstapkan
keputusan penyesuaian Tunjangan Fungsional,

(2] CTontoh format keputusan penyesuaian Tunjangan
Fungsional sebsgeimans dimaksud pada ayat (1)
tercanitum dalam Lampiran V yvang meropgakan bagan
tdak terpisahkan dari Peraturan Badan int



BAE IV
EETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15
Pada saat Peraturan Badan i1 omilail berlaloa, keputusan
penganglkatan dalam JF scbelum berlakunya Peraturan Badan
ini dinvatakan tetap berlakn.

BAB WV
KETENTUAN PERUTUR

Pasal 16
Pada saat Peraturan Badan tmi mulai berlako, Peraturan Kepala
Badan Kepepawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Permintasn. Pemberian, dan Penghentiaty Tunjangan
Jabatan Fungsional, dicabut dan dinyatakan tidak berialas.

| Pasal 17
Peraturan Badan ini mula: berlaku pada tangeal diundangkan.
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Agar  setiap  orang  mengetdhuinya, memetintabkan
pengundangan Persturan Badan ini dengan penempatanniya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2023

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

tredl.
HARYOMO DWT PUTRANTO

Ditindangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

e,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 653

Salinan sesual dengan ashinya
BADAN EEPEGAWAIAN NEGARA




LAMPIRAN 1

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DAN
PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN
JABATAN FUNGSIONAL

CONTOH KASUS PEMBAYARAN TUNJANGAN FUNGSIONAL

1. Contoh Kasus Pembayaran Tunjangan Fungsional bag Pegawni ASN yang Telah

Melaksanakan Tugns pada Tanggal Far Kerja Pertama Bulan Berkenann.

8, Sdr. Ali seorung PNS, dinngkat dan dilantik dalam JF Perencana Ahli Pertama,
dan telah melaksanakan tugas berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan
Tugas (SPMT] pada tanggal | November 2022, dalam hal demikian pemberian
Tunjangan Fungsional Perencana Ahh Pertama bagl Sdr. All dibayarkan
terhitung mulni tanggal 1 November 2022.

h. Sdri San Nurulita diangkat dan dilantik sebagai PPPK dalam JF Penvuluh
Pertanian Ahl Pertama, Pada Surat Keputusan Pengapekatan PPPK yang
bersanghkutan tercantum Masa Perjanjian Kerja: 1 Apnl 2022 s/d 31 Maret
2023,

Dalam hal demikian pemberian Tunjangan Fungsional Penyuluh Pertianian Ahh
Pertama bigi Sdri. Sarl Nurulitpy dibavarkan terhitung mulai tanggal 1 April
2022,

2. Coniph Kasus Pembavarnn Tunjangan Fungsional bag Pegawal ASN yang Telal
Melaksanakan Tugas pada Tanggal Hari Kerja Selain Harj Kerja Pertama Bulan
Berkenaan. _ _
a. Sdri. Yuli scorang PNS, diangkat dan dilantik dalam JF Pranata Komputer Ahli

Pertama, dan telah melaksanakan tugas berdasarkan Surat Pernyataan
Melaksanakan Tugus (SPMT) pada tanggal 15 Oktober 2022, dialam hal
demikian pemberian Tunjangan Fungsionsl Pranata Komputer Ahli Pertama
b Siln. ":‘ul: dibavarkan terhitung mulai tanggal 1 November 2022,

b. Sdri Revita disngkat dan dilantik sebagai PPPK dalam JF Perawat Ahli Pertama.
Pada Surat Keputusan Perjonjisn Kerja yang bersangkutsn tercantum Masa
Perjanjian Kerju : 15 April 2022 s/d 31 Maret 2024, dalam hal demikinn
pemberian Tunjungan Fungsional Perawat Abli Pertama bagi Sdrl. Revita
dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Mei 2022,

Plt. KEPALA BADAN KEFEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

tted.

HARYOMO DWI PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
HADAN ]{EPE{])\WMF;N NEGARA




LAMPIRAN 11

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 20323

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DAN

PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN
JABATAN FUNGSIONAL

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKL JABATAN

SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN
N R s e i 1

Yang bertiunda tungan di bawah ini:
Mama
Panghat/Gol. Roang 'TMT T i T LR
Jabatan R IR "
Unit Organisasi
Dengmn ini menyatakan dengan uwngmhn;m buhwa
Nama
NP e
Pangkat /Gal. Ruang TMT S AT
Jahma_n -
Unit Organisasi :
berdasarkan Surat Keputusan ..., ‘Nomor ..... tangeal ... Sdr. ... diangkat dalam
jabatan fungsional ..... dan pads tanggal 1 Januari ... masih menduduki jabatan
fungsional tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor ..., Sdr ... . berhak menerima tunjangan
jabatan fungsional .. sebesar Rp ... {terbilang ......... | sebulan, terhitung mulai
tangeal ...,

Demikinn surat petnyataan mi  sava bust dengon sesunggubnya, apabila
dilcemudian hari isi surat pernyataan ini tertyata tidok benar, yang méngakibatkan
kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung ksrugian tersebut.

Asli surst perayataan ini  disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanon
Perberidahnrann Negara/Kepola Biro/Kepala unit kerja/organisssi perangkat daerah

Pejabat yang“mmnhu“ . n.t pernyatammn,

Tembusan Yith: .

I. Kepala Badan Kepegawnian Negara Up. Deputi Sistem Inl‘un'.num Kepegawaian,

2. Kepala Kantor Regional ... Badin Kepegawnian Negara di ..

3. Petuges Pengelolnan Administrasi Belanjn Pegawm ntnu Feng:laln Basis Data
Kepegawnian yang bersanghkutan yang bersangkutan;

4. (Pegawni Negeri Sipil/Pegawai Pemenntah dengan Perjanfian  Kerja) vang
bersanghutan; dan

5. Pejabat lain vang dipandang periu.

Fiu KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Ealinnn sesuai dengan aslinya REPUBLIK INDONESIA,

= bﬁWﬂlﬁN NEGARA
T~ ttd.

HARYOMO DWI] FUTRANTO



LAMPIRAN 10T

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DAN
PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN
JABATAN FUNGSIONAL

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENGHENTIAN TUNJANGAN JABATAR

FUNGSIONAL

KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA ......

Menimbany

Mengingat

NOMOR ..... TAHUN .....
TENTANG

PENGHENTIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ...

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR /BUPATIfWALIKOTA ..... .

—
-

I

. bahwa Sdr ... NIP/NI PPPK ..... berdasarkan Surat Keplitusan

Mumﬂlﬁﬁcpnlu,fﬂu]xﬂm:fﬂupﬂnmnﬂkntu veeees  Namor

tanggal ..., yang bersunghutan diangkal dom ditugaskan mhngm
..... dary dlhcri‘knn tunjangun jabatan fungsional sebesar Rp.....

(terbilang .........) sebulan terhitung tanggal ... ;
. bahwa berdasarkan Keputusan ... Nomor ..... Tangeal ... Sdr...
tersebut .. (disi dengan  keputusan  Pejabar Pemhrm

Kepegawaian/ Pejabat  yang Benwenang yang mengakibatkan
penghentian tunfangan fungsional yang bersanghutan) terhitung
miulal tunggal......);

. bahwa bcrdaaarknn pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf &

dan hurufl b, perlu menetapkan penghentian tunjangan jabatan
fungsional ..... bagi Sdr ...... NIP/N] PPPK .....

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara,

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawair Negeri Sipil sebagaimann telah divbah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pernbahan
Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
tentang Peraturan Pegawni Negen Sipil;

Peraturan Femerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negen Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubabian stas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemenintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen
Pegawal Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020
tentang Gaji dan Tunjanpgan Pegawal Pemerintab  dengan
Perjanjian Kerja,

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawal Negeri Sipil.

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentadp Baden
Kepegawuan Negara,

Keputusan Presiden Nomor B7 Tahun 1999 teotang Rumpun
Jabatin Fungsional Pegawai Negeri Sipll sebogaimani  telah
diubab dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014
tentang Perubshan Kedun Ates Keputusan Presiden Nomor 87



Tahun 1999 tenang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri

Sipni;

9. Peraturan  Presiden Nomor ... Tabun ... tentang .....: diisg
Peraturan Presiden yang mengatur fentang pemberian tunjangarn
Jabatan fungsional dimaksud)

10; Peraturan Mentert Pendayagunaan Aparatic Negara Nomor |
Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional:

11. Peraturan Badan Kepegawsian Negara Nomor § Tahun 2023
tentsing Totan Cara Pembaydaran dan Penghentian Pembayaran
Tunjangan Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERTAMA : Menghentikan tunjangan jabatan fupgsional ........ Saudara:
Nama 0 g e .
NIP/NI PFPK
Jabatan
Satuan Organisasi /Unit Kerja
KEDUA : Penghenuan tanjangan  jebatan  fu ngmmm‘i ..... pada  dikbam
PERTAMA adalah terhitung mulat tanggal ...
KETIGA : Apabila dikemudian har teedapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan dindalan perbaikan dion perhitunpgan kembali sebagaimann
mestinya.

ASLI Keputysan ini disampoiksn kepada Pegawai Negeri Sipil / Pegowa
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja vang bersangkutan untuk
diketabni dan digunakan sebagaimann mestinya.

Ditetspkan di ..o,
pada tanggal oo
MENTERI/KEPALA/
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...

NIP.....aiiis

Tembusan disampaikan kepada Yih;

1. Kepdln Badan Kepegawaian Negara,

2. Kepdla Kantor Regional ... Badan Kepegawalan Negara di....oonand

3. Kepola Kontor Pelovanan Perbendaharaan MNegara/ Fn.npnln Er.mfhepu]n unit kerga/
organisasi perangkat daerah yang bersangkutan ..

4, Petugas Peopelolaan Administrasi Belanja Pr,guwm urﬂu Pengeloln Basis Data
Kepegawaian yang bersanghutan yvang bersangkutan; dan

5. Pejnbat lain yang dipandang periu.

Flt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HARYOMO DWI PUTRANTO
Salinan sesuai dengan aslinva
AN-SERFTGAWAIAN NEGARA

=
ol kl’emndﬂng—undangﬂn.
>




LAMPIRAN IV

FERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DAN _
PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN
JABATAN FUNGSIONAL

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

SURAT PERNYATAAN MELAKSANARKAN TUGAS KEMBALIL
NOMOR: o initasuinsiisiidines

Yang bertandn tangan di bawah ini:

Niiana : R PN PR 2

Nip

Pangkat/Gol. Rumsng TMT

Jabatan :

Unit Organisasi 3 sssidileliieiibhe
Dengan ini menyatakon dengsn H:Hunggu]:myn baliwa:

Nama L iy

NIP S 11 Y ¥ Wl Lo 14 LI

Panghat/Gal. Ruang TMT s

Unit Organisasl. [
telah nyatn melaksanakan tugas Ltmhnh dalam jabatan fungsional tersebut terhitung
mulai tangeal.... dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor ..... Tahun ... tentang
..... Sclr ..... berhak menerima tunjangan jabatan fungsional ...... sehesar Rp ...
(terbilang ............} sebulan, terhitung mulai tanggal ...
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingut
sumpah jubatan Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat permyataan ini
ternyata tidok benar, yang mengokibatkan keruglan terhadap keuangon negara, moka
gaya bersedia menanggung kerugian tersebut

Asli surat pernyataan ini  disampaikan  kepads Kepals Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala unit kerjaforganisasi perangkal dacrah

Pejabat vang memblial pernyatann,

Tembusan disampaikan kopada Yth:
Kepala Badan Kepegawaian Negarsa;
Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawalan Negara di ... H
Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegswal atau Pengelole Basts Data
Kepegawaian yang bersanglutan;
Pegawni Negen Sipil yang bersanghutan; dan
Pejabat Inin yang dipandang perlu.

Pit. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Pt dtngan aslinya REPUBLIK INDONESIA,

W

Ll

Perundang-undangan, tid.

HARYOMO DW! PUTRANTO
iy rrlnr‘l Lrrmler



LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DAN

PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN
JABATAN FUNGSIONAL

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENYESUAIAN TUNJANGAN JABATAN
FUNGSIONAL

KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATl/ WALIKOTA ...........
NOMOR ... TAHUN.....
TENTANG
PENYESUAIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ...

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA oo

Menimbang : bahwa perlu  menyesuaikan tunjungan  jabatan  fungsional
bherdasarkan Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ..., ke dalam
Peraturan Presiden Nomor..... Tahun ...

Mengingst 1. Undang-Undang Romor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

2. Peraturan Pemenntah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawar Negen Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Redelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
tentang Peraturan Pegawm Negeri Sipil;

3. Peraturan Femerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubaban atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Mansjemen
Pegawal Negeri Sipil;

4, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen
Pegawal Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,

5, Peraturan Presiden Republik Indonesie Nomor 98 Tahun 2020
tentang Gaji dan Tunjangsn Pegawai Pemerintah  dengan
Perjanjian Kerja:

6, Perpturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan
Kepegawaian Negara;

7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsionul Pegawn Negeri Sipil scbagaimuna telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014
tentang Perubohan Keduan Atas Keputusan Presiden Nomor 87
Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri

Sipil:

8. Peruturan Presiden Nomor ... Tahun ..... tentang ......;(ds
Peraturan Presiden yang mengatur lentang pembertan turjangan
Jabatan fungsional dimaksud)

9, Peruturan Menteri Pendoavagunann Aporstur Negara Nomor |
Tuhun 2023 tentang Jabatan Fungsional:

IO, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2023
tentang Tata Carm Pembayaran dan Penghentian Pembayaran
Tunjangan Jabatan Fungsional:



i':zr

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA ¢ Terhitung mulal tangeal ...... menvesumikan turjutignn jabatih
fungsional bagl Pegawm Negeri Sipil/Pegawai Pemerintuh dengan
Perjanjian Kerja yang namuanyn tersebut dibewah ini sebagai berikui:
Nama -
NIP/NI'PPPK
Pangkal /Gol. Ruang/Golongan
Jabatan Fungsional :
Tunjangsn Jabatan Fungsional Limo Rp
Tunjangan Jabatan Fungsional Baru ¢ Rp.. ................

KEDUA ¢ Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,

akan disdakan perbailkan dan perhitungan kembali sebagaimana

mestinya.

ASLI HKeputusan ini disampaikan Kepada (Pegawni Negen
Sipil/Pegawni Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja) vang
bersangkutan untuk diketahui dan digunakan schagaimana
mestinyn.

pada tanggal ...
MENTERI/KEPALA/
GUBERNUR/BUPATl/WALIKOTA ...,

Tembusan disempaikan kepada Yih ;

&
3,

4.

Kepala Badnniiﬁpcg&umim Negara;

Kepaln Kantor Regional ... Badan Kepegawnian Negnra di..........ooeee :

Kepala Kantor Pelmmnan Perbeiidaherant Negara/Kepala Biro/Kepala unit Kerja/
organsisi perangkat daerah vang bersangkutan . :

Petygns Pengelolnan Administrasi Belanja Pegawai atau Pengelola Basis Data
Kepegawalan yiang bersanghutan yang bersangkutan; dan

Pejabat lain vang dipandang peria.

Pit. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

tid,

Salinan sesuai dengan aslinys

Dire

BADANKE

R ww NEGARA HARYOMO DWI1 PUTRANTO
i Brundang-undangan,




